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ANGGARAN DKI

Ketua DPRD "DKI: EvaluaSI TGUPP

JAKARTA, KOMPAS — Di tingkat

rapat Komisi A DPRD DKI Ja- -

karta yang digelar sebelumnya,
anggaran untuk Tim Gubernur
untuk Percepatan Pembangun-
an sudah disetujui meski ada
anggota yang menolak. Namun,
dalam rapat Badan Anggaran

DKI Jakarta, Senin (9/12/2019)

sore, isu ini kembali dibahas.
Tim yang anggarannya ada da-

lam Badan Perencanaan Pem-.

bangunan Daerah DKIT itu ber-
hubungan langsang dengan Gu-
bernur DKI. Anggarannya kini
diusulkan tidak menggunadkan
APBD; tetapi memakai dana
operasional gubernur.

"Tugas pokok ~dan “fungsi-

‘TGUPP (Tim Gubernur untuk
Percepatan Pembangunan) ini
‘sangat sentral operasional, bah-
kan sampai punya kewenangan
lebih besar dari satuan kerja
perangkat daerah. Sebaiknya
evaluasi menyeluruh pada tim
ini kalau masih menggunakan
APBD, atau di-nol-kan di APBD,
pakai saja operasional guber-
nur,” kata anggota Komisi A,
Gembong Warsono

Dalam rapat tersebut juga -

terungkap bahwa salah seorang
anggota TGUPP, Achmad Har-
yadi, merangkap sebagai salah

satu anggota dewan pengawas

tujuh  rumah  sakit daerah.
Temuan ini berawal dari rapat
di Komisi E DPRD DKI Jakarta
sebelumnya.

Haryadi, pensiunan pegawai
negeri sipil DKI, ditunjuk se-
bagai salah satu anggota dewan
pengawas rumah’ sakit berda-
sarkan Peraturan. Gubernur
DKI Jakarta Nomor 2247 Ta-
hun 2016 dan menjadi anggota
TGUPP pada 2018. Dalam usul-
an anggaran, Dinas Kesehatan

DKT Jakarta ada dana Rp 211

juta untuk dewan pengawas
yang di antaranya untuk ope-
rasional dan gaji. .

Ketua DPRD DKI Jakarta
Prasetio Edi Marsudi menga-
takan, dua penggajian yang ber-
sumber dari satu APBD bisa
menjadi temuan dalam audit
Badan Pemeriksa Keuangan.
“Tolong anggota TGUPP di de-
wan pengawas rumah-sakit ini
d.1evaluas1,” katanya_

Di sisi lain, Partai Gerindra
mendukung penganggaran

- TGUPP karena dinilai membe-

rikan hasil yang baik. ”Polemik
TGUPP sudah berjalan dua ta-
hun. Intinya adalah melakukan

- evaluasi pada mereka, tetapi ti-

dak lalu meniadakan,” kata
Syarif dari Partai Gerindra.
Pelaksana = Tugas Kepala
Bappeda DKI Jakarta Suharti
menjelaskan, tim tersebut
mempunyai.sembilan tugas, se-.
perti disebutkan dalam Pera-
turan Gubernur DKI No
16/2019, di antaranya membe-
rikan masukan kepada Guber-
nur DKI, menerima masukan.

“dari masyarakat; dan -memas-

tikan program berja.lan di la-
pangan.

Dalam paparannya - disebut-
kan, saat ini ada 67 anggota

" TGUPP dengan gaji Rp 8 ju-

ta-Rp 51,5 juta sebulan. Terda-
pat empat bidang TGUPP, yaitu

-bidang ekonomi dan percepat-

an  pembangunan, Tespons
strategis, hukum dan pencegah-
an korups1, serta pengelolaan
pes:s1r (IRE)




